BAB Il
GAMBARAN UMUM
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang
Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang
terletak di garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35 - 110°50'
Bujur Timur. Perbatasan sebelah Timur adalah Kabupaten Demak, sebelah
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Sebelah Barat dibatasi oleh

Kabupaten Kendal dan sebelah Utara dengan Laut Jawa.

Gambar 2. 1
Peta Kota Semarang

KOTA SEMARANG

Sumber : kofa Semarang dalan{ Ahgka 2020

Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.
Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Mijen dengan luas mencapai 57,55

km? atau setara dengan 15,40% dari jumlah luas Kota Semarang yaitu 373.70
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km®. Sementara cakupan wilayah paling kecil di Kota Semarang adalah
Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 km? Kota Semarang

merupakan kota terbesar kelima di Indonesia.

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 adalah 1.814.110
jiwa. Wilayah terpadat adalah Kecamatan Gayamsari dengan 13.436
penduduk per km® sementara wilayah yang kepadatannya paling rendah

adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan 1.049 per km?.

Gambar 2. 2
Jumlah Penduduk per Kecamatan 2020
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Sumber : Kota Semarang dalam Angka 2020
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Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 1.814.110
orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah
Kecamatan Tembalang dengan penduduk 209.504 jiwa. Sementara
kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Tugu
dengan jumlah penduduk hanya 33.333 jiwa.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin (2018)

Usia Laki-Laki | Perempuan Jumlah Persentase
65+ 42.823 54.867 97.690 5,47%
60-64 | 29.389 30.188 59.577 3,34%
55-59 | 45.314 48.537 93.851 5,25%
50-54 | 54.107 59.672 113.779 6,37%
45-49 | 57.335 63.788 121.123 6,78%
40-44 | 61.114 67.156 128.270 7,18%
35-39 | 64.489 70.178 134.667 7,54%
30-34 | 66.918 70.411 137.329 7,69%
25-29 | 83.674 82.125 165.799 9,28%
20-24 | 94.408 89.963 184.371 | 10,32%
15-19 | 74.344 76.359 150.703 8,44%
10-14 | 66.293 69.087 135.380 7,58% 30.77%
5-9 67.484 65.968 133.452 7,47%
0-4 68.059 62.063 130.122 7,29%
Jumlah | 875.751 910.362 1.786.113 | 100%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2019

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut data dari Badan Pusat
Statistik pada Agustus 2019 hampir 30% dari total penduduk Kota Semarang
pada tahun merupakan anak-anak. Data ini menunjukkan bahwa kebijkan
perlindungan anak penting dilaksanakan untuk membantu melindungi hampir

sepertiga dari penduduk Kota Semarang secara keseluruhan.
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Gambar 2. 3

Perbandingan Jumlah Anak-anak di Kota Semarang pada Tahun 2019

H 0-19 Tahun
W 20-65+ Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2019

Jika dibandingkan proporsi penduduk di usia kurang dari 19 tahun
mencapai 30,77% dari total penduduk Kota Semarang. Jumlah inilah yang
nantinya akan dikenai kebijakan perlindungan anak. Kekerasan yang dialami
oleh anak-anak tidak hanya dirasakan di lingkungan keluarga tetapi juga di
lingkungan sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam mencetak
generasi emas penerus bangsa yang bermoral,

berwawasan luas. Berikut ini merupakan data jumlah sekolah dan jumlah

siswa di Kota Semarang pada Tahun 2019 :

Tabel 2. 2

cerdas, kreatif, dan

Jumlah Unit Sekolah dan Siswa di Kota Semarang Tahun 2019

Jenjang Sekolah | Jumlah Unit Sekolah Jumlah Siswa
SD 507 139.052
SMP 183 65.223
SMA 162 70.516

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2020
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2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki
tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam
menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak memiliki 12 fungsi.

DP3A Kota Semarang didirikan pada Tahun 2017, tahun yang sama
dengan terbitnya peraturan perlindungan anak. Sebelumnya DP3A bernama
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana (BP3AKB). Pemisahan antara DP3A dengan KB bertujuan untuk
memfokuskan perlindungan pada perempuan dan anak.

Setiap lembaga memiliki susunan organisasi untuk dapat memastikan
tujuannya tercapai. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi, Bidang
Pemenuhan Hak Anak, serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

seperti yang tertera dalam bagan berikut:
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Gambar 2. 4

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Semarang

KEPALA

Drs MUKHAMAD KHADHIK, M.Si

SEKRETARIAT
Bekti Sadono, SH

Subbagian
Perencanaan dan Evaluasi

Sony Y. P.P, 8.STP, M.Si

Subbagian
Keuangan dan Aset

Isti Wijaksari, SE

Subbagian
Umum dan Kepegawaian

Bambang Riyanto, S.Sos

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Bidang
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga

Laily Widyaningtyas, S.Sos,M.Si

Bidang

Data dan Informasi Gender dan Anak

Drs. Masruhan

—

|

Seksi
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Ekonomi
Drs. Akhmad Masrul Helmi

Seksi
Data dan Informasi Gender

Prihatiningsih, S.Pd

Seksi
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Sosial, Politik dan Hukum
M. Issamsudin, SH, S.Sos

Seksi
Data dan Informasi Anak

Luky Widyastuti P, S.STP, M.Si

Seksi

Pemberdayaan Perempuan
Bidang Kualitas Keluarga
Gatot Prayitno, S.KM

Seksi

Penyediaan Layanan Data

Ir. Hera Dwi Wahyu N, M.MPar

Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016
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Bidang
Pemenuhan Hak Anak

Ir. Tegoeh Tri Adijanto

Bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak

Drs. Budi Satmoko Aji

- |

Seksi
Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya

Catur Karyanti, SE

Seksi
Partisipasi Anak

Drs. Bambang Teguh Murtiyono

Seksi
Kesejahteraan Anak

Rustiyanah Rachman, S.Sos, MM

—]

Seksi
|_| Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Suwita Marhaeni, S.Sos, MM

Seksi
Perlindungan Perempuan

Rian Titik, SH

Seksi
Perlindungan Khusus Anak

Wiwara Mardikanti, S.E, MM




2.3 Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI
PPT SERUNI merupakan Pusat Pelayanan Terpadu yang menangani
perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban
kekerasan di Kota Semarang. Kata “SERUNI” memiliki kepanjangann
Semarang Terpadu Rumah Perlindungan Untuk Membangun Nurani dan
Cinta Kasih Insani. PPT SERUNI lahir pada tanggal 1 Maret 2005. Anggota
PPT SERUNI terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, LSM, dan praktisi.
Kantor PPT SERUNI yang berada di Jalan JIl. DR. Sutomo No.19a,
Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang juga menyediakan psikolog
dan pengacara untuk membantu memberikan pendampingan psikologis serta
konsultasi hukum bagi korban. PPT SERUNI dibiayai oleh APBD Kota
Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang. Layanan yang diberikan oleh PPT SERUNI antara lain:
1. Menerima pengaduan dan pencatatan korban;
2. Melakukan konseling awal untuk membantu korban mampu memetakan
persoalan dan memilih solusi;
3. Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam
jiwanya;
4. Memberikan pendampingan hukum baik litigasi dan non litigasi dalam
hukum pidana dan perdata;
5. Memberikan layanan pemulihan korban melalu tindakan medis,
konseling psikologis, konseling rohani, dan penguatan psikososial;

6. Merujuk kasus sesuai wilayah.
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Berikut merupakan susunan organisasi PPT SERUNI.

Gambar 2. 5
Susunan Organisasi PPT Kota Semarang (PPT SERUNI)

Penanggung Jawab

Ketua
Bendahara Sekretaris
Bidang Bidang Bidang Pelayanan Bidang
Pelayanan Pelayanan Medis Rehabsos / Pelayanan
Pengaduan Reintegrasi Sosial Hukum

Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018

2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan

Pusat Pelayanan Terpadu dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang

untuk menyediakan wadah pengaduan bagi korban kekerasan berbasis gender

dan trafficking khususnya perempuan dan anak serta memastikan korban

kekerasan mendapatkan layanan

yang terpadu, komprehensif, dan

berkesinambungan. Layanan yang diberikan oleh PPT antara lain adalah:

1. Laporan pengaduan;

2. Layanan kesehatan;

3. Layanan rehabilitasi sosial;
4. Layanan bantuan hukum;

5. Pemulangan;
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6. Reintegrasi sosial.

Ada 16 PPTK yang tersedia di Kota Semarang. Setiap kecamatan di

Kota Semarang memiliki PPT yang menangani kasus kekerasan di

wilayahnya. Selain itu, terdapat

tingkat Kota.

pula PPT Seruni yang merupakan PPT

Tabel 2. 3
Daftar PPT di Kota Semarang
No Kecamatan Nama PPT Alamat No. Telp
1. Pedurungan Sahabat JI. Brigjend Sudiarto | 081901932132
Perempuan | No.367
2. Banyumanik Srikandi JI. Prof Soedarto, SH | 081327322169
No. 116
3. Semarang Griya JI. Taman Brotojoyo | 081228675471
Utara Perempuan | No. 2
4. Semarang Kartini JI. Barito No. 5 081391858357
Timur
5. Gunungpati Sinar JI. MR Wuryanto 08157775148
Mutiara KM 5
6. Genuk Srikandi JI. Dong Biru No. 12 | 085712168256
Genuk
7. Mijen Amanah JI. RM Hadi Soebeno | 08122893991
8. Ngaliyan Kinasih JI. Prof Hamka No 081390981972
234
9. Tembalang Pelangi JI. Kol. 081328356561
Cinta SoepraptoTjakraoeda,
SH
10. | Tugu Griya JI. Walisongo KM 10 | 081329024620
Kasih
11. | Semarang Bina Insani | JI. Taman Sompok 087836374595
Selatan
12. | Candisari Candi Asih | JI. Kesatrian No. 18 | 085640007358
13. | Gajahmungkur | La Tahzan | JI. S Parman No. 38A | 085640007358
14. | Semarang Cahaya JI. Ronggolawe No. 2 | 081542439355
Barat Kaih

63




No Kecamatan Nama PPT Alamat No. Telp
15. | Gayamsari Cinta Kasih | JI. Slamet Riyadi No. | 085100371646
8
16. | Semarang Cipta JI. Taman Seteran 083838989329

Tengah Harmoni Barat No. 1

Sumber : Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Semarang

Gambar 2. 6
Susunan Organisasi PPT Kecamatan (PPTK) Kota Semarang

Penanggung Jawab

Ketua

Susunan organisasi PPT Kecamatan adalah sebagai berikut.

Sekretaris

Bidang
Pelayanan
Pengaduan

Bidang
Pelayanan
Kesehatan

Bidang Pelayanan
Rehabsos /
Reintegrasi Sosial

Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018
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